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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Eksekusi putusan pengadilan tentang pembayaran uang pengganti dalam
tindak pidana korupsi dilakukan setelah putusan pengadilan berkekuatan
hukum tetap. Jumlah pembayaran uang pengganti setidaknya sama
dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi. Apabila terpidana
tidak membayar pembayaran uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan
setelah putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta
bendanya dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang
pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda untuk
membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang
lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.

2. Kendala yang dihadapi jaksa dalam eksekusi putusan pengadilan tentang
pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yaitu bahwa
terpidana sudah jatuh miskin setelah ditahan sehingga tidak ada harta
benda untuk di eksekusi, terlebih jika terpidana meninggal dunia. Untuk
terpidana yang masih hidup terkadang lebih memilih subsider pidana

penjara daripada membayar uang pengganti.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis memiliki saran
sebagai berikut:

1. Dalam proses pemeriksaan jaksa sudah harus dapat mengidentifikasikan
harta benda atau sekiranya yang merupakan harta benda terpidana,
sehingga pada proses eksekusi jika terdapat perubahan kepemilikan,
maka dapat diduga merupakan harta benda hasil korupsi dan dilakukan
gugatan perdata atau perampasan dan penyitaan untuk menutupi
kerugian yang telah ditimbulkan. Jaksa selayaknya harus mempersiapkan
segala sesuatunya dengan lengkap mengenai informasi yang akurat
terkait harta benda koruptor, keluarga maupun pihak-pihak yang terkait
dan memungkinkan akan keberadaan harta benda tersebut. Dengan
demikian, dakwaan tidak menjadi sia-sia belaka dan uang negara dapat
diselamatkan. Dalam hal penjatuhan hukuman, sebaiknya hakim
membuat efek jera kepada terpidana dengan memaksimalkan tuntutan
jaksa dalam pidana pokok serta pidana tambahan pembayaran uang
pengganti subsider pidana penjara secara maksimal pula sehingga setiap

orang berpikir untuk melakukan korupsi.
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